LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR  : "%  TAHUN 2017
TANGGAL : G okpdeh 200+

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Nomor SOP
i el Lel. Pembuatan
N KARUBATEN ¢ Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Plt, Joopaiat lnas Komunikasi Dan Informatika
LM K& whaten Konawe Utara
Disahkan Oleh : = (St
= mﬂ;@-ﬁ:m '
DTS
TAH D =/ —
PEMERINTAH DAERAH ., &
KABUPATEN KONAWE UTARA QVAVE Drd. H. Kohar. M1
NP 19620502199301 1010
P [ '
Nama SOP enyusunan Daftar Informasi Publik

Scanned with CamScanner



Dasar Hukum :

Keterbukaan Informasi Publik.
pelayanan publik

Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2017 Tentang pengelolaan Informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Pemerintah pusat
dan Daerah

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesi
No.1 Tahun 2010 Tentang standar layan
Informasi Publik

1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang 1. PPID dan PPID pembantu memahami Peraturan Bupati tentang Pengelolaan informasi publik

2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 Tﬂnmn%z Tenaga pembantu administrasi/fungsional memiliki kewenangan dibawah PPID yang memiliki

3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang]

KUALIFIKASI PELAKSANA :

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

kemampuan dibidang :

|. Memahami pendokumentasian dan kearsipan
2. Memiliki kemampuan IT

3. Memilik Sertifikasi tentang pelayanan publik

Keterkaitan :

SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasil
Publik ini terkait dengan:

- SOP pelayanan informasi publik

Informasi.

- SOP Penetapan Informasi yang dikecualikan
- SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

2. Nota Dinas

3. Alat Tulis Kantor
- SOP  pengumpulan dan pendokumentasian{4. Jaringan Internet

e o = =

Peralatan / Perlengkapan :
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

Tl“t.e:-lmi:l.i:l.l:: 4 Pencatatan Dan Pendataan: . = P " o A
Pelayanan permohonan informasi Publik harus 1. Tanda terima nola dinas

memperhatikan asas manfaat dari pemohonan 2. Informasi dari masing-masing SKPD

Informasi L " S

- Disimpan dalam bentuk soficopy dan

Hardcopy
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Pelaksana Pendukung
No Kegiatan - Keterangan
PPID PPID Atasan Kelsnalka o
Pembantu Utama PPID " il Waktu g
1 Mengumpulkan informasi . UUNo 14 Secara DIDP yang
dan dokumentasi yang |:| Tahun2008; | berkala, telah
berkualitas dan relevan . UU No 25 serta merta dikumpulkan
dengan tupoksi masing- Tahun2009: dan setiap dari komponen
masing komponen di setiap . UU No 23 saat dan Perangkat
Satuan Kerja Perangkat Tahun2013; Daerah
Daerah, baik yang . PP 61 Tahun
diproduksi sendiri, 2010;
dikembangkan, maupun . Perki No 1
yang dikinm ke pihak lain, tahun2010;
yang berupa arsip statis . Perki No 1
maupun dinamis yang Tahun2013,
dikuasai. Pengumpulan
Informasi meliputi jenis
dokumen, penanggung
jawab pembuatan, waktu
dan tempat pembuatan,
serta bentuk informasi
yang tersedia dalam
hardcopy dan  softcopy
dengan menggunakan
format pengisian v
pengumpulan informasi
dan dokumentasi di

masing-masing komponen
perangkat Daerah.
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B. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE UTARA

Nomor SOP :

Tgl. Pembuatan 3
Tgl Revisi :

Tgl Efektif

Disahkan Oleh unikasi dan Informatika

Konawe Utara

Dasar Hukum :

1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik.

3. Undang - Undang No. 23 Tahun
Tentang Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 Tentang pengelolaan Informasi

dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
pusat dan Daerah.

5. Peraturan Komisi Informasi Republik
Indonesia No.1 Tahun 2010 Tentang standar
layanan Informasi Publik,

2014

Nama SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana :

1. PPID dan PPID pembantu memahami Peraturan Bupati tentang Pengelolaan informasi publik di
lingkungan Kabupaten Konawe Utara

2. Tenaga pembantu administrasi/fungsional memiliki kewenangan dibawah PPID yang memiliki
kemampuan dibidang :
- Memahami pendokumentasian dan kearsipan
- Memiliki kemampuan IT
- Memilik Sertifikasi tentang pelayanan publik

Keterkaitan :

SOP Permohonan Informasi Publik terkait
dengan SOP pengumpulan dan
pendokumentasian Informasi, SOP Penetapan
Informasi yang dikecualikan dan SOP Uiji
Konsekuensi Informasi Publik

Peralatan / Perlengkapan:

1, Lembar Kerja/Rencana Kerja
2. Surat peremohonan Informasi
3. Surat penolakan informasi

4. Alat Tulis Kantor

5. Jaringan Internet

Peringatan :

Pelayanan permohonan informasi Publik harus
memperhatikan asas manfaat dari pemohonan
Informasi.

Pencatatan Dan Pendataan:
Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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dokumen dalam bentuk hard
copy dengan tata cara
seperti mengarsip dokumen
dan dipisahkan sesuai
klasifikasi informasi dan
dokumentasi disediakan
secara berkala, serta merta,
setiap saat dan daftar

Informasi yang

dikecualikan.

?vicng}dasifikﬂsikan seluruh . UU No 14 Secara DIDP yang telah
informasi dan dokumentasi Tahun2008; berkala, serta diklasifikasi
yang telah dikumpulkan dan . UU No 25 merta dan kebenarannya
mengidentifikasikannya Tahun2009; setiap saat
berdasarkan sifat informasi ﬁ D . UU No 23
dan dokumentasi, selain itu B g Tahun2013;
Juga mengklasifikasikan . PP 61 Tahun
informasi dan dokumentasi 2010;
yang dikecualikan dengan . Perki No 1
kategori sebagaimana yang Tahun2010;
telah ditetapkan melalui UU . Perki No 1
No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Tahun2013.
dan Pasal 18. Pengujian
tentang konsekuensi dengan
scksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatakan
Informasi dan Dokumentasi
Publik tertentu dikecualikan
melalui uji konsekuensi.
Mendokumentasikan informasi Alat tulis Secara DIDP
publik dalam bentuk ﬂ kantor berkala, serta
softcopy dan penyimpanan merta dan
setiap saat
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dimaksud. Jika status informasi/
dokumen oleh Tim pertimbangan
Informasi dinyatakan rahasia, maka
PPID membuat surat penolakan atas
Informasi tersebut,

Memberikan informasi yang sudah DIDP Pada hari DIDP yang
dilakukan uji konsekuensi kepada dan jam dinyatakan
pemohon informasi dengan Format surat kerja terbuka dan
menandatangani tanda bukti penerimaan Penolakan Caiiod Informasi/doku
informasi dan dokumentasi atau D informasi R mentasi yang
memberikan surat penolakan apabila 10 {,Etpujmh] dinyatakan
status  informasi/dokumen tersebut hari kerja, rahasia setelah
dinyatakan rahasia. sejak dilakukan uji

permohonan | konsekuensi

informasi

teregistrasi
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C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik

3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah.

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah pusat dan Daerah.

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun
2010 Tentang standar layanan Informasi Publik.

Nomor SOP
N RABUPATEN Tgl, Pembuatan
Tgl Revisi ‘
Tgl Efektif a5 ﬁaﬁﬂ \ \
Disahkan Oleh N Asomunikasi dan Informatika
4 e =i" Konawe Utara
o ..-.-‘I'j"' 7 1
< \J VLA
PEMERINTAH KABUPATEN e H, Kohar M.S1
KONAWE UTARA A ONAED 2 46620502199301 1010
Dasar Hukum :
1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan | Nama SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
Informasi Publik.

Kualifikasi Pelaksana :
1. Tim pertimbangan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan memiliki wewenang dan
kemampuan untuk melakukan uji konsckuensi serta memutuskan masalah sengketa

informasi .

2. PPID dan PPID pembantu memahami Peraturan Bupati tentang Pengelolaan informasi publik di
lingkungan Kabupaten Konawe Utara

3. Tenaga pembantu administrasi/fungsional memiliki kewenangan dibawah PPID yang memiliki
kemampuan dibidang :
- Memahami pendokumentasian dan kearsipan
- Memiliki kemampuan IT
- Memiliki Sertifikasi tentang pelayanan public

Keterkaitan :

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik terkait dengan SOP
pengumpulan dan pendokumentasian Informasi, SOP Penetapan
Informasi yang dikecualikan dan SOP Fasilitasi Sengketa Publik.

Peralatan / Perlengkapan:

1, Lembar Kerja/Rencana Kerja
2. Surat Dinas

3. Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Internet

Peringatan :
Pelayanan permohonan informasi Publik harus memperhatikan
asas manfaat dari pemohonan Informasi

Pencatatan Dan Pendataan:
Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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EPID berkoordinasi dengan

ompone

Satul:n I}-I(erjaﬂtalglaemierzggiz DIDP yang 10 (sepuluh) | DIDP
L H : k :

dengan tupoksi masing-masing ﬁ;ﬁ;ﬂtiﬂ;z? :Ei?i:k &

SKPD menyangkut

informasi yang dimis‘:tﬂ ileh retargiat Dasron g:fgnnzzz?an
Pemohon apabila informasi diterima oleh
tersebut sudah masuk PPID

dalam DIDP. Komponen atau
Perangkat Daerah dapat
memberikan  dokumen yang
dimaksud melalui PPID utama

atau PPID Pembantu.

4 | Memberikan informasi atau Informasi Perpanjangan | Informasi
dokumen yang sudah ada atau permohonan publik
-:'ialam DIDP sebagai Dokumen informasi yang
quurmasi /dokumentasi  yang yang adalah bersifat
dinyatakan terbuka untuk D‘ diminta oleh 7(tujuh) har terbuka
publik sesuai  permintaan ) pemohon kerja diberikan
pemohon informasi yang telah informasi kepada
menandatangani tanda bukti pemohon
penerimaan informasi atau informasi .
dokumen dan
mengkoordinasikan dengan
atasan PPID apabila
informasi/dokumen yang
diminta tidak terdapat dalam
DIDP.

O
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menyerahkan informasi/ dokumen yang

PELAKSANA PENDUKUNG KET.
NO KEGIATAN Tim
PPID Pertimbangan | Perangkat
Pelayanan Daerah Pemohon Kelengkapan Waktu Output
Informasi
1 Melakukan kajian atas daftar Berkas Setiap saat Terlaksananya
informasi/dokumen yang tidak permohonan Rapat bersama
termasuk dalam DIDP dengan D informasi/ PPID dan Tim
melibatkan Tim Pertimbangan dolumen dari ﬂffmmbaf}%ﬂ"ku
: ormasi/do

Pelayanan Informasi. P.:mnhﬂn. ——

Informasi

2 Memberikan pertimbangan atas Dasar hukum: Pada harni Surat

informasi/ Undang-undang | dan Keputusan
dokumen yang dimaksud yang KIP Nomor 14 Jjam Tim
bersifat rahasia berdasarkan UU, Tahun kenja Pertimbangan
kepatutan dan kepentingan umum 2008 dan Pelayanan

PERKI Informasi

1 Tahun 2010 tentang status

informasi dan

* dokumentasi

3 Menyampaikan surat keputusan Surat keputusan Pada hari Informasi /
kﬂp&da PPID atas dari Tim dan Jam dokumen
status informasi/dokumen yang diminta pertimbangan : :

: : , kerja, dinyatakan
pemohon informasi, apakah termasuk Informasi makaimal terbuka /rahasia
rahasia atau terbuka. Jika b‘:“flasm'kaﬂ
: ; : hasil rapat 10 (sepuluh) | setelah
informasi/dokumen yang dimaksud bersama PPID hari keri dilisilcanaii
adalah terbuka maka informasi tersebut sciak L K fis u.]l
dimasukkan dalam DIDP, dan er h S
memerintahkan kepada f: i _D nna‘m
komponen/Perangkat Daerah untuk Sistrasl,
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1stQtr 2nd Qtr 3rd Qtr ath Qtr

o = T

gan dan PPID | DIDp Keputusan ditetapkan,
atasan PPID untuk Pembantu terkumpul | DIDP yang |jika ada
fncnetﬂplfﬁn daftar D‘_*D ak m serta atasan |[dari ppip | ditandatangani |tambahan
Informasi dan PPID Pembantu oleh Atasan | informasi
dokumentasi (DIDP) secara mengadakan PPID baru, dibuat
resmi dan mengumumkan rapat bersama SK untuk
kepada publik untuk ditetapkan
/masyarakat sebagai Menetapkan
pemohon informasi. DIDP.
Mengunggah DIDP ke Website dan Setelah Adanya konten
Website resmi Pemerintah sarana DIDPpP DIDP di website
Daerah maupun melalui D informasi ditetapkan | PPID
sarana informasi resmi yang lainnya yang | oleh Atasan | Kabupaten
sudah dilakukan di dimiliki  oleh | PPID Konawe Utara
Kabupaten Konawe Utara. komponen dan

Pemerintah
Daerah
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website PPID.

hardcopy dan [permohonan

softcopy

iterima oleh
PID

Pelaksana Pendukung
Kﬂmpnnen
' PPID dan
No Kegiatan Pemohon E:E;:tl:ﬂﬂi PPID gan Kelengkapan Waktu Output Heteran
Informasi PPID Pembantu D::t;lglkﬂt
1 | Pemohon Informasi dapat {:ﬂ nif]:zﬁlj.; E:ﬂaj alLlan g:nrr::ll:;nan
menyampaikan  permohonan  secara Informasi kerja untuk | informasi yang
langsung maupun tidak langsung. ang tersedia | pemohon telah diisi
Untuk pemohon informasi secara m fi' ni-& informasi lengkap
langsung dapat meminta informasi yang = ;Ia ;nan secara dan
dibutuhkan dengan datang langsung ke gp]g atau langsung dilampiri
bagian registrasi dengan membawa yang dan setiap fotocopy/
kartu identitas diri (NIK) dan mengist ditampilkan | saat untuk scan
formulir permohonan informasi yang di website, pemohon identitas diri
telah tersedia sedangkan yang tidak (2) Fotocopy | informasi (NIK)
langsung dapat mengunduh melalul 7 Cacara:Hdak
website PPID. identitas langsung
diri (NIK)
dar
2 Bagian Registrasi PPID membantu E:.E?Eata fxfimatsaian Eﬁgang
memproses Surat Pe;xnintaan - tersusun
Permohonan Informasi sesual dengan ﬁ*lfnrmasi iproses dalam
permintaan dengan mengecek apakah disim alam 10 | bentuk
informasi yang diminta telah termasul-g m 7o pan : . penfl
dalam DIDP atau sudah terdapat di 4 oo : am : erja pY
entuk ejak dan softcopy
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_ D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

N KABUPATEN

*-hrh'"'l"n AL L L

PEMERINTAH KABUPATEN

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl Revisi
Tgl Efektif

Disahkan Oleh

~Komunikasi dan Informatika

2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Standar

Pelayanan Publik
3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah.

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
Tentang  pengelolaan Informasi dan dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah pusat dan Daerah.

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun
2010 Tentang standar layanan Informasi Publik,

KONAWE UTARA
Vip : 19620502199301 1010
Dasar Hukum :
1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan | Nama SOP Penanganan Keberatan Informasi
Informasi Publik.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Tim pertimbangan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan memiliki
wewenamg dan kemampuan untuk melakukan uji konsekuensi serta
memutuskan masalah sengketa informasi .

2. PPID dan PPID pembantu memahami Peraturan Bupati tentang Pengelolaan

informasi publik di lingkungan Kabupaten Konawe Utara
3. Tenaga pembantu administrasi/fungsional memiliki kewenangan dibawah

PPID yang memiliki kemampuan dibidang :

a. Memahami pendokumentasian dan kearsipan
b. Memiliki kemampuan IT

c. Memilik Sertifikasi tentang pelayanan publik

Keterkaitan :
SOP ini sangat terkait dengan SOP pengumpulan dan

pendokumentasian Informasi, SOP Penetapan Informasi yang
dikecualikan dan SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

Peralatan / Perlengkapan:
1. Lembar Kerja/Rencana Kerja
2. Formulir Pengajuan keberatan
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

Peringatan :
Pelayanan penanganan keberatan informasi Publik harus

Pencatatan Dan Pendataan:
Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

| memperhatikan asas manfaat dari pemohonan Informasi
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fm} o= Pelaksana Pendukung
* egiatan Pemohon Bagian EL Dy Atasan Keterangan
Informasi Registrasi e PPID Kelengkapan Wata ot ;
Pembantu
1 :;E;:;I;;izmam o (1) FﬂI:mulir Pada ha'l'i dan Furmu}lir
keberat e i ‘ Pengajuan jam kena pcnga}uﬂn?{ Eberata.n
‘:'111 atas tidak Keberatan pelayanan informasi
Fﬂrlayamnya permohonan Informasi publik yang telah
informasi yang dibutuhkan Publik yang diisi lengkap dan
melalui : (1) datang langsung tersedia di meja dilampiri
dan mengisi formulir pelayanan PPID fotocopy/scan
permohonan pengajuan atau identitas diri (NIK)
keberatan informasi publik ditampilkan di
dengan melengkapi fotocopy website dan
identitas diri  (NIK), (2) dapat diunduh,
melalui  website dengan (2) Fotocopy
mengisi formulir yang telah atau
diunduh dan menyertakan scan identitas
scan identitas diri (NIK) diri (NIK) dari
kemudian dikirim ke alamat pemohon
email PPID yang tertera di yang
website, (3) mengirim fax mengajukan
formulir permohonan keberatan
2 | Melakukan registrasi formulir Semua data- Pada han dan | Daftar
pengajuan keberatan data pemohon |jam kerja pengajuan keberatan
pelayanan *infurmasi dan ‘ informasi pelayanan informasi
menyampaikan h. o disimpan dalam yang telah di-file
pengajuan keberatan I | bentuk dalam bentuk
kepada Atasan PPID o hardcopy dan hardcopy dan
melalui PPID softcopy
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giﬂl‘;’lfgz;};ia formulin Berkas Pada hari dan IIJal't,-EI;'1 surat
; pengajuan am kerja yang fharus

Ezberﬁm‘ll fdﬂ” Para Jeebies i35 PRESE diberikan kepada

ronon niormasi dan pelayanan PPID dan PPID
mengkoordinasikan ¥ informasi yan Pembantu
masalah pengajuan . telah diisi :
keberatan tersebut E lengka
dengan PPID dan PPID e eatin #
Pembantu sebelum
menjawab permohonan
informasi
Atasan PPID menjawab (1) Berkas Surat_pcrintah
g B e e pengajuan PPID dan PRID
PPI[g) e ¢rin an keberatan Pembantu untuk
PPID Pembantu untuk ic;::zza.n n:.ﬁll?:;l;il
memenuhi  permintaan yang tEl:;'l diisi Eemuhun informasi
informasi dari Pemohon lar o yang mengajukan
Informasi apabila Bl keberatan
informasi yang (2) DIP yang pelay =3
dinatiand sudah tt?:Iah informasi publik
dimasukkan dalam diumnimian
DIDP dan menjawab (3) Berkas
dengan memberikan S
penjelasan kepada Pt:nu]aka.n
pemohon informasi Informasi
apabila informasi
tersebut termasuk
dalam informasi yang
dikecualikan.
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@

E. FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Nomor SOP :
'S‘hrinlqg'ﬂ_'[i;'ﬂ Tgl. Pembuatan :
T Tgl Revisi
Tgl Efektif
Disahkan Oleh unikasi dan Informatika
7 Konawe Utara
PEMERINTAH KABUPATEN Vi
KONAWE UTARA ohar M.Si
5 + 19620502199301 1010
Dasar Hukum : Nama SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

1. Undang -~ Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.

3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang - Undang No.14 Tahun 2008.

S. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun
2010 Tentang standar layanan Informasi Publik.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Tim pertimbangan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan memiliki
wewenang dan kemampuan untuk melakukan uji konsekuensi serta
memutuskan masalah sengketa informasi .

2. PPID dan PPID pembantu memahami Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kabupaten Konawe Utara

3. Tenaga pembantu administrasi/fungsional memiliki kewenangan dibawah
PPID yang memiliki kemampuan dibidang :

- Memahami pendokumentasian dan kearsipan
- Memiliki kemampuan IT

- Memiliki Sertifikasi tentang pelayanan publik

Keterkaitan:

Peralatan /Perlengkapan :

SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik terkait dengan SOP
SOP Penetapan Informasi yang dikecualikan dan SOP Uji

Konsekuensi Informasi Publik Serta SOP Penyusunan Daftar
Informasi Publik

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja
2. Formulir Pengajuan keberatan
3. Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Internet

Pencatatan Dan Pendataan:
Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
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Pelaksana Pendukung Keteran
an
NO Kegiatan .
Pemohon PPLE;,IE;&u Atasan Komisi Kel Hs Output
Informasi Beribiah b PPID Informasi cienPapan Wak
1 Petiap Pemohon Informasi dapat (1) Formulir Pada hari dan Berkas
mengajukan  keberatan secara Pengajuan Keberatan | jam kerja, permohon  an
ertulis kepada Atasan PPID gre Informasi Publik maksimal 10 informasi yang
alam waktu 10 {SEPUIUh} han il . v IH yang tersedia di mﬂjﬂ (EC‘PUIUh] hari telah diisi
ena sejak permohonan| 4uik “ pelayanan PPID atau kerja, sejak lcngkal? . San
informasi teregistrasi dan ditampilkan di permohonan dilampiri
1berikan Perpanjangan website dan dapat informasi !‘utuc?pyf scan
menuhan permohonan diunduh, teregistrasi identitas  diri
nformasi selama? (tujuh) hari (2) Fotocopy atau (NIK)
e)ak pemberitahuan tertulis scan identitas diri
iberikan dan tidak dapat (NIK) pemohon
diperpanjang lagi yang mengajukan
keberatan
2 |Atasan PPID menetapkan Tim SK Penetapan Tim Ditetapkan oleh Tanggapan
asilitasi sengketa informasi Fasilitasi Sengketa atasan PPID tertulis dan
ntuk mengupayakan - atasan PPID
nyelesaian sengketa informasi, ll perihal
ang dibentuk oleh PPID Utama i informasi yang
disengket akan
3 [lim fasilitasi sengketa informasi Format SK Penetapan | Diajukan SK Tim
i Tim Fasilitasi Sengketa | dalam waktu paling | Fasilitasi
etuai oleh PPID Utama dan lambat14 {Empat Scngkcta }!a_ng
ranggotakan PPID Pembantu Jrmen belas) hari kerja | akan
e;kan, _ pejabat yang il setelah diterimanya | mengupayakan
: ot g tanggapan tertulis | penyelesaian
idang  hukum, pejabat dari Atasan PPID. sengketa
ungsional, serta JFU yang informasi
sesuai dengan kebutuhan.
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:I‘lrn fﬂSlll‘tﬂSI sengketa Format laporan abd Laporan status
informasi mﬂlﬂpurkan penanganan sengketa irffnrmasi yang
Proses penanganan Il informasi disengketakan
Sengketa informasi kepada ﬁih.““

Atasan PPID

Upaya penyelesaian ; Surat pengajuan Sengketa
Sengketa Informasi Publik informasi yang Lr:lfnrmasi

diai - disengketakan kepada itangani oleh
I ﬂJukan- kepada  Komisi komisi informasi 4 komisi
nformasi Kabupaten /Kota Informasi
sesuai dgnga_n

kﬂwcnangannya apabila

tanggapan Atasan PPID
dalam proses keberatan
tidak memuaskan Pemohon
Informasi.
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